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BUPAT1 SUMBAWA BARAT,

bahii a untuk melaksaiiakan ketentua Casal 273 ayat

(1) Undang-U riclang Nomor 23 Tahu n 2014 terrtang

Pemerirltahan Daerah sebagaimaria telah beberapa kali

cliubah terakhii’ derigan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta lierja, Rencaria Strategis

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Itepala

Daerah;

bahiva berdasarkan ketentuan Pasal5 Peratui an Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunari Hangka Menengah

Daerah Ilabupaten Sumbaiva Darat Tahun 2021-2O26,

menyatakan bahiva RP0 MD menjadi pedoman hagi SKPD

dalam menyusun Reristra Pei'angkat Daerah dan sebagai

acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah

dalam melaksanakari l‹egiatan pembarigur am selama

l‹ururi ivaktu 202 1-2026;

bahiva berdasakan pertimbangari sebagaimaria

dimakstid dalam huruf a das huruf b,perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana StrategisI nspektorat

Daerah l4abupaten Sumbaiva Barat Tahun 202I -2026;
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Mengingat: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaram Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4340);

Undang-Undarig Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 442l);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5687J sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indone9ia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturari Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan dangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
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Perubahan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pernbangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;

8.Peraturan Daerah Sumbawa Barat Nomor7 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Lembaran

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor

1 l)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat Nomor1l Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2019 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor7

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2021 Nomor 7J;

11. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 88 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok

dan Fungsi serta Tata Ke a Inspektorat Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REIJCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TAHUN 2021 -2026.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lO.

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yarlg menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur Perangkat

Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sumbawa Barat

dan Dewan Perwakiları Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenarıgan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembarıgunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan darıgka Menengah

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tıntuk periode5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode5 (lima) tahun.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi1 (satu) atan lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah nutuk

mencapai saearan dan tujuan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilakeanakan oleh1 (satu)

atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atan

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.



1 I. Kelu arari (output) adalah bararig atau jasa ;•ang dihasilkan oleh

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian saSaTan

strategis dari tujuan program dan kebijakan.

l2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluarari dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

mengacu pada sasaran strategic dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

KED U DU IVAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal2

(1) Renstra Inspektorat Daerah Tah un 2021-2026 mertlpa1‹an

penjabarari dari RPdMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inenjadi pedoman

dalam Penyusunan Rencaria Kerja Inspektorat Daerah.

BA8 III

MISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

INSPEIITORAT DAERAH

Pasal3

(t) Renstra Inspektoi-at Daerah disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PEN DAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGU.6T DAERAH

BAB 111 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGUT

DAERAH

BAD IV : TURUAN DAN SARAN

BABV : STRATEGI DAN ARAH IiEBldAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIIMTIF

BAB VI1 : KIN ERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PEN UTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkaii dari Peratui an Bupati ini.



(8) Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2021-2026 mengalami perubahan, malca Rerıstra lnspektorat

Daerah Tahun 2021-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut

dan akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB lV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal4

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatarinya dalam Berita Daerah liabtipaten

Sumbawa Barat.

Diundangkan diTaliwang

SifKRETARlS DAERAH

Ditetapkan diTaliwang

pada tanggal '- •; ocy •cn oc 2021

NOMOR *



A.n. ßLlÇ£iti Sumbawa Barat

8eki etaris Daerah.

P bi Tk I 'lahb

.T.. M.Si

NIP.1 751228 200301 1 006



KAIA PENGANTAR

^ Puji syukur kehadİfatAllah SWT yani telah memberikan
karUnia dan atas ijinnya

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021-20Û6 merupakan
dokllmGIl

perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan lnspektorat
Daerah

selaına kurun ıvaktu5 (lima) tahun.

MeJalui Renstra Inspektorat Daerah int ditetapkan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan,

program dan reiicana kegiatan- kegiatan yans •kan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun

2021-202d. Dengan demikian, Renstra lnspektorat Daerah int dapat menjadi parameter atau tolok

ukur kine a bagi keberhasilan kine;ja jajaran Inspektorat Daerah selama periode tersebut.

Renstra Inspektotat Daerah ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh

Perangkat Daerah lainnya tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2021-2026. Dengan berpedoman pada RP.IMD

tahun 2021-2026 dan sekaligiis dimaksudkan urituk memberikan kontribusi yang signifikan bagi

keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana

diamanatkan pada RPJMD 2021—2026. Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan serta pedoman bagi Inspektorat Daerah mengedepankan inovasi dan kreasi guna

meningkatkan kine anya dalam melayani publik.

Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 sangal

diharapkan agar kinerja lembaga ini di inasa yang akan datang dapat meningkat, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah

Kabupaten Suinbawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2021- 202d.

Taliwang, 24 Septernber 2021

Inspektur Inspektorat Daerah

Kabupate bawa

I Mad udi

Pe i Ut Muda V

ArthaS SOS MM

NIP. 19740316 1993011 001
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1•l. LATAR BELAKANG

OABI

PENDAHULUAN

Sebagaiperwujudan amanatUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Penibangunan Nacional yang memberikan landasan

bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daemh, setiap Perangkat

Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Reneana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasamn, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya

secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak

dicapai. Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah telah diatur dalamPemturan Menteri dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Ke;ja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang

wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun renstra. Dalam

ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kine;ja Instansi Pemerintah disebulkan bahwa perencanaan stiategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategís lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik lndonesia. Perencanaan juga disusun

dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana Dokumen

perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) danDokumen Rencana Straiegis Perangkat

Daerah (Renstm-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh

Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan penyusunan Renstra PD disusun

oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannnya. Perangkat

Daerah merupakaii unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya

mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai
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dengan visi misi or nisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dankegiatan

mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka

• pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap

Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategie (Renstra) PD sebagai

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD

danbersifat indikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu

Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Baratberkewajiban menyusun Rencana

Stmtegis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal

untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat, yang dalam

penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun ekstemal

dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan tantangan (threats). Analisa lingkungan internal digunakan

untuk menyusun peta masalah yang selama int berkembang dan belum dapat

terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan

untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang te adi di luar organisasi.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara

efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam

menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana soategis memuat visi, misi,

tujuan, Sasaran, strategi. kebijakan, program dan kegiatan sesuni dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan berpedoman kepada RPJMD, Rencana strategis juga merupakan dokumen

publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh

Inspektorat Daerah hingga5 (finna) tahun mendatang.

Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau

kerangka berpijak Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam

penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta

peluang dan ancaman ekstemal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang
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dan anlaman ekstemal organisasi disusun dengan melibatkan stakeholder pada

_ lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat

• Tahun 2021-2026.

Selanjutnya rencana strategis ini merupakan dasar penyusunan laporan

akuntabilitas kine;ja untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan di masa depan. Untuk itu penyusunan renscana strategis

Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya memperhatikan/mengacii pada perspektif

keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif

pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan

lnspektorat Daerah.

Proses penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah diawali dengan

tahapan persiapm penyusunan rencana strategis yang meliputi penyusunan

rancangan keputusan kepala daerah ientang pembentukan tim penyusun rencana

strategis Inspektorat Daerah, orientasi mengenai rencana strategie Inspektorat

Daemh, penyusunan agendn ke;ja tim penyusun rencana strategis Inspektorat

Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerak

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana strategis Inspektorat Daerah,

penyusiman akhir rencana strategis Inspektorat Daemh dan penetapan rencana

strategis lnspektorat Daerah.
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1.2. LANDASANH UKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RenStra) +pektorat Dnerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026, peraturan perund£tJls-qnd¿tJlgan
yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut.

1. Undang-undallg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari korupsi, koJusi dan nepotisme (Lembaian

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahiin 2003 Noinor 47,Tambahan

Lembaran Negara RebublikNomor 4286);

3. Undang-iindang Nomori Tahun 2004 tentangPembendaäaraan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indones›a Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor l5Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaga Negara Nomor

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Le ibaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

9421)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Llembaran Negara

Republik lndonesia Nomor4438);
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7. Undang-Undang Noinor 23 Tahun 2014 tentang Peinerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tnhun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor2 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undaug Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

9. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3373);

10. Pemturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 temang Rencana Keija

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 4405);

ii. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republík lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor4594);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republík

lndonesia Tahun 2004 Nomor 97,Tambahan lembatan Negara Republik

lndonesia nomor 4664);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antarapemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

15. Pemturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaiaan Pemerintalian Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73);

19. Peraturan Presiden Nomor2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nacional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun20l5 Nomor 3);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tuhun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka PanjangDaerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
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Keraja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Baral Nomor7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menenbah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-

2026,

24. Peraturan Buputi Sumbawa Barat Nomor8 Tahun 2012 tentang Sisteai

Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata fega Perangkat

Daerah;

1.3. MAKSUD DANTUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daemh Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2021-2026 adalah menyediakan informasi yang valid mengenai

rencana jangka meoengah tahun 2021-2026 sebagai dokiinien acuan dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kedja dan Penetapan Kine;ja

lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021- 2026 sebagai wujud

transparansi dan akuntabilltas publik.

Adapun tujuan Rencana Strategis lnspektorat Daerah 8umbawa Barat

Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan arahan &ai kebijakan Bupali dan Wakil Bupati terpiljh

melalui RPJMD Kabuapten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026 ke

dalam rencana ke a pemerintah daerah;

2. Memberikan acuan dan landasan pe ientuan skala prioritas dalam

menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kuiun waktu lima

tahun ke depan.

3. Menjabarkan tujuan, sasaran dan program ke a operasional Inspektorat

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-202d;



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

° Rencana strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

' 1.2

I.I Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat

Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalatn penyelenggaraan

pembangunan daerah proses penyusunan Renstra Peratigkat

Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerali dengan RPJMD,

Rensoa K/Ldan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan

Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemeñntah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,

kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

Maksud danTujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renstra Perangkat Daemh.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenstraPerangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

JI: GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWABARAT
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BABIV :

BADV

EA VI

24 Tantan an dan meluanp l'eııgcrnl2aÎJRaD Ptjla)’aHan lnspcLtoıat

Dacrah

3.1 ldentillkasi Permas9lahan bctdas‹ırkan "l'upas dan Ftın si

Pclayanan 1nspektı)ı’at Dacralı

3.2 "l’elaah‹ın Visi, M isi dan l'rograııı Kepala l9aerah d;tn Wakil

Kepala Dacrah1 erpilih

3.o "Felaahan Rcııstra K/L dan Renstra

o.4. Pcnenttıan Isu-1 su Strategis

TUJ UAN DAN 3ASARAN

4.1 ’Fujuan dan Sasaran Jangka Mcncnpalı Inspcktorat Dacrah

S’FRA’l EG1 DAN ARAI—I KEl31JAIN

5,l Sttatcpı dan Kcbijakan

5.2 Aralı Kebıjakan

RENCANA PIIOGIIAM DAN KEG]A’1“AN SENTA PÜNDANAAN

6.i Rencana PFopraın dan Kepiatan Scrta l•endanan

6.2 Kegiatan lspektorat Tahun 2021- 2026

6.3 Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

6.4 Kelompok Sasaran

6.5 Pendanaa Indikatif



BAB V ll : KINERJA PENYELENGGARAANB IDANG URUSAN

” 7.l Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII PENUTUP
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BAB II

. GAMBARAN PELA1'ANAN

INSPEKTORAT DAERAHKAIIUPATEN SUMBAWABARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspehtorat Daerah Kabupaten Suoibawa

Barat

Dalam mngka upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan ttig8s dan untuk

mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik (Good Govemance), transparan,

bersih dan bebas dari KKN, lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki

tugas pokok sebagainiana tersebut pada Peratuian Bupati Nonior 39 tahun 2017 tentang

Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Bamt. Inspektorat

Daerah Kabupaien Sumbawa Barat merupakan Lembaga Teknis Daerah dengan fungsi

pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang

‘' Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, yang memiliki peranan

penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan (Good Govemance), bersih bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Clean Govemment). Dengan peranan yang strategis

int melekat tanggung jawab yang berat yaitu memiliki tugas untuk melakukan

pengawasan terhadap petaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa. serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat Daerah.

Adapun tugas dan fiingsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah

sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina danmengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh perangkat daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatari pengawasan lainnya;
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c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atasp nugäsan Oupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi lnspektorat;

• f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hart, sesuai dengan susunan

struktur organisasi Inspektorat Daerah (gambar struktur €ir8•'*Sasiterlampir), maka

tugas pokok dan fungsi masing—masing dapat ditampilkan berikut ini:

1. Inspektur

Mempunya‹ tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Untuk

’". melaksanakan tugas, lnspektur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan aparatur;

e. menerima pengaduan permasalahan sesuai tugas dan fungsi;

f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan lembaga/instansi

terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g, pengelolaan urusan ketatausahaan.
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2. Sekretai is

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada

semua unsur lnspektorat.Untuk melaksanakan tugas di atas, sekretaris

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan, keuangan,

administiasi umum dankepegawaian;

b mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan

pelaporan, keuangan, administrasi umumdankepegawaian;

mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan

pelaporan, keuangan, administrasi umumdankepegawaian;

d. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan

pelaporan, keuangan, administrasi umumdankepegaivaian;

e mengoordinasikan kegiatan perencanaan pengawasan;

mengoordinasikan kegiatan perencanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

g. melaksanakan pengendalian kegiatan pengawasan;

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

melaksanakan pemantauan dan peaiutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan

serta menyusun laporan hasil pengawasan;

k. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan

pelaporan, keuangan, administrasi umumdankepegawaian; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan

, Tugas pokok subbagian perencanaan menyiapkan bahan penyusunan dan

*" pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan

menyiapkan rancangan peroturan perundang-undangan, dokumentasi dan

pengolahan data pengawasan.
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Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan menyelenggatakan

. fungsi:

a) menyusun rencana ke;ja Subbagian Perencanaan;

b) menyiapkan bahan kebijakan perencanaan;

c) menyiistin bahan kebijakan bidang perencanaan;

d) merancang bahan kebijakan bidang perencanaan;

e) mengembangkan bahan kebijakan bidang perencanaan,

f) membuat konsep bahan kebijakan bidang perencanaan;

g) mengkaji ulang draft bahan kebijakan perencanaan;

h) menganalisis bahan kebijakan perencanaan;

i) menyiapkan bahan penyusunan rencana strategie Inspektorat;

j) mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan

Inspektorat;

)

nı)

n)

O)

p)

r)

s)

k) melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan

tahunan laspektorat;

mengkompilasi hasil penyusunan rencana ke a dan anggaran dari

masing-rnasing unit kedja;

menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kedja;

menyusun Laporan Kinea lnstansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat;

menyusun lndikator Kineqa Utama (IKU) dan Pe;janjian Kine;ja (PK)

Inspektorat;

menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Inspektorat;

menyusun laporan capaian kinea dan ikhtisar realisasi kinerja

Inspektorat;

melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian

Perencanaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Subbagian Analisa dan Evaluasi

Tugas pokok sub bagian Analisa Pelaporan rnenyiapkan bahan

penyusunan laporan, mengliimpun, mengolah, menilai dan penyimpan laporan



hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi

- pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Untuk me!aksaRaLan tugas sub bagian Analisa dan Evaluasi

menyelenggarakanfungsi:

c)

c. Sub

a) eıenyusun rencana ke;ja Subbagian Analisa dan EvaJuasi;

b) merencanakan bahan kebijakan Analisa dan Evaluasi;

menyusun bahan kebijakan bidang Analisa dan EvaJuasi;

d) ınerancang bahan kebijakan Analisa dan Evaluasi;

e) mengembangkan bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;

f) membuat konsep bahan kebijakan bldang Analisa dan Evaluasi;

g) mengkaji ulang draft bahan kebijakan bidang Analisa dan Evaluasi;

h) menganalisis hattan kebijakan Analisa dan Evaluasi;

i) melakukan operasi tindak lanjut BPK-Rl Perwakilan NTB, BPKP,

lnspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan lnspektomt Daerah;

j melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan;

k) menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

l) melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;

m) pelaksanaan evaluasi laporaTl hasil pengawasan;

n) menyusun statistik hasil pengawasan;

o) menyelenggarakan kerjasama pengawasan; dan

p) melaksanakan tugas lain yang d‹berikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Adminiatrasi Umıını dan Pelaporan

Tugas pokok bagian Administrasi Umum danPelaporan melakukan

urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan

Untuk melaksanakan tugas sub bagian Administrasi UmumdanPelapomn

menyelenggarakan fungsl:
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a.

. b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

k.

1.

0.

menyusun rencana keıja Subbagian Administrasi Umum danPelaporan;

merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat

konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan administrasi

umum danPelaporan;

melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan

rapat-rapat Inspektorat dan pendokumentasian kegiatan ICS ktorat;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Inspektorat;

melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan

di lingkungan kerja;

melaksanakan pemeliharaan dan peıawatan kendaraan dinas, peralatan

dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan

pıasarana di lingkungan Inspektorat;

melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanm, pendistribusian dan

inventarisasi barang-barang inventaris;

melaksanakan adıninistrasi perkantoran;

melaksanakan pengunıpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan lnpektorat;

melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun,

serta pemberian penghargaan;

melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, penilaian prestasi

keıja, daftar urut kepangkatan, sumpaWjanji pegawai, gaji berkala dan

peningkatan kesejahteraan pegawai;

melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan

kepemimpinan teknis dan fungsional;

n. melaksanakanpenyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian

dİt›fıS;

melaksanakan penyiapan bahan peınbinaan kepegawaian dan disiplin

p. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga

teknis dan fungsiollal;

aıelaksanakan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
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r. melaksanakan administrasi, inventarísasi, pengkajian, dan analisis

laporan;

S. melaksanakan pengelolaan adыinistrasi keuangan;

t. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan SubbagÍan Adtninistrasí

UmumdanPelaporan;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan t«øas

dan fìingsinya.

3. lnspehtur Peaibantu Wiløyab1

Tugas pokok lnspektur Pembantu i, adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan btihan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan

intern pemerintah Daerah, dan pemerintahan desa;

b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan

mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah,

pemerintahan desa;

menyusun rencana keȘa program pengawasan fungsional penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan

barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah, dan pemerintahan desa;

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaiaan

urusan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa;

e melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;

melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaìan tugas

pengawasan;

g. øieløk Takan keijasaina pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;

h melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;

melaksanakan supefvisi atas kegiatan pengawasan;
18



j. melaksanakan koordinasi pengawasan regular;

k. inelaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pemerintahnn, aparatur, hukum danpolitik,

l. ınengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, fasilitasi dan koordinasi

pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan refomıasi birokrasi dı lin3kungan

Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;

m. melaksanakan fasilitasİ dan koordinasi program pengawasan, dan

pelaksanaan penilaian maturitas Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan lnspektur

Pembantu I; dan

o. rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Inspektur Pembantu Wilayah I

• menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas

penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daeiab, pemerintaban desa;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan

koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, pemerintahan desa;

C. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Daerah, pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan. pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintaban Daerah, pemerintahan desa; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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4. Inspektur Peinbantu Wiloyah II

Tugas pokok lnspektur Pembantu II adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusuoan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan

intem peinerintah Daerah;

b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan

mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan

pemerintahan desa;

c. menyusun rencana kerja program pengawasan fungsional penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan

barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

Daerah, dan pemerintahan desa;

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan

urusan pemerintahan daernh, dan pemerintahan desa;

e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;

f. melaksanakan ke;jasaina pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;

melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;

h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;

i. rnelaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;

melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang perekonornian dan peinbangunan;

k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapabilitas

APIP danTelaah Sejawat;

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan

anggaran (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran

Sementara, Rencana Keija Anggaran dan Dokuinen Pelaksanaan Anggaran),
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laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(EPPD);

m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektur

Pembantu 11; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Untuk melaksanakan tugas di atas, lnspektur Pembantu Wilayah II

inenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas

• penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

” b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan

koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

c. penyusunatl bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daerah, dan pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

f pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ttigas dan fungsinya.

5. Inspehtur Peinb8ntu Wilayah OI

Tugas pokok Inspektur Pembantu III adalah sebagai berikut:

a. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan

intem peinerintah Daerahdan pemerintahan desa;
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c.

b. menyiapkan penyusunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan

mutu dati konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerahdan

pemerintahan desa;

menyusun rencana ke a program pengawasan fungsional penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan

barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

Daerahdan pemerintahan desa;

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerahdan pemerintahan desa;

e. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraanpengawasan Inspektorat;

f. melaksanakan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;

g. melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;

h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;

melaksanakan dan koordinasi pengawasan regular;

melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang sosial dan kesejahteiaan rakyat;

k. menyusun rencana ke;ja pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi

penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah¡

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan kinea

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis,

Rencana Kerja Pernbangunan Daerah, dan Rencana KerJa), Laporan Kinerja

lnstansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinea

lnstansi Pemerintah (SAKIP);

m. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan serta menyusun laporan hasil pengawasan;
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n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan lnspektur

Pembantu 111; dan

o. meJaksanakan tugas lain yang diberikan oTeh atasan sesuai dengac tugas dan

fungsinya

Untuk melaksanakan tugas di atas, lnspektur Pembantu Wilayah III

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas

penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan unisan

pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

b. pelaksananri kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan

koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan

penyelenggaraan unisan pemerintahan Daerahdan pemerintahan desa;

c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan

Daerahdan pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Inspehtur Peaibantu Kliiisus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang lnspektur Pembantu

yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan unisan

kasus pengaduan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Rincian tugas lnspektur

Pembantu Khusus adalah sebagai berikut:

' a. menyiapkan penyusunan bahan kebjjakan dalam rangka teknis

. pengawasan intem pemerintah Daerah;
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c.

b. menyiapkan pen sunan bahan kebijakan terkait pembinaan, penjaminan

mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah:

menyusun rencana kedja prograln pengawasan fungsional

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, pengelolaan

keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

d. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi,

pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan kepegawaian terhadap

penyelenggaraan unisan pemerintahan daerah;

melaksanakan pembinaan otas penyelenggaraan pengawasan Inspektorat;

r. melaksanakan ke;jasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah lainnya;

melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;

h. melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;

menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis

pengawasan intern Pemerintah Daerah secara khusus meliputi pengaduan

masyarakat, peroiangan, dan Badan Hukum serta penanganan kasus yang

terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan/atau

menjadi perhatian publik,

j. menyusun rencana program penanganan kasiis dan pengaduan;

k. menyiapkan peruinusan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dnn Kriteria

(NSPK) dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus dan

pengaduan;

melaksanakan penegakan integritas, pencegahan dan pemberantasan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah;

m. melakukan pembinaan dan memverifikasi kelengkapan dokumen

pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-

PPK);
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n. inelaksanakan pengawasan uniuk tujuan tertentu atas penugasan

lnspektur;

o. inelaksanakan dan koordinasi pengawasan khusus;

p. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

pemeriksaan atas permintaan, pengaduan masyarakat, indisipliner ASN,

pengaduan/permohonan izin percernian;

r. melaksanakan review Laporan Keuangan Pemerintah, review Pengadaan

Barang dan Jasa, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan lnspektur

Pembantu Khusus; dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

. dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus

menyelenggarakan fiingsi:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan koordinasi atas

penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, supervisi

dan koordinasi atas penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan

penyelenggaraan unisan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

c. penyusunan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pengawasan dan pengawasan penyelenggaraan urusan

- pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; dan

2S



f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintøb Daerah

(JFP2UPD) Tugas pokok JFP2kiPD pengawasan atas penyelenggaraan teknis

unisan pemerintahan daeraii dİluar pengawasan keuangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (CFA)

Tugas pokok JFA melakukan review, audit keuangan dan aset dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Struktur organisasi dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Gambar.2

Struktur Organisasi

Inspektorał Daerah

Kabupaten Sumb8wa Barat

26



2.2. SumberDaya Inspef torar Daerafi Kabupsten Suoibsw« Berat

2.2.1 Kondisi UmumPegawai

Sumber Daya Manusia sebagai salah s;ttu sumber utama dalam rangka mendukung

tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Siirnbawa Barat. Dalam melaksanakan

tugas dan fungsi pengawasan dan peiigenddian internal lnspekturKabupaten Siunbawa Barat

didukung oleh Sumber Daya Maniisia Aparatur sebagaiberikut Pegawai Neberi Sipil (PNS)

lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat per 31 Agustus 2021 be¿jumlåii 97 orang, dan

15 Orang tenaga Iton PNS.Komposisi dari 82 orang PNS dan tersebut adalah sebagai berikut

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan

No.

PNS -

Ysbel 2.1

Jumlah pegawai berdasar golongan

Inspektur

Uraien

2 Sekretaris

3 lnspektur Pembantu

4 Kasubbag

3 Jabatan Fungsional P2UPD -

6 Jabatan Fungsional Auditor

7 Jabatan Fungsional -

Audiwan

StafFungsional Umum

PNS

NON PNS

Pegawai Tidak Tetap

Total Jnmlah PNS

' Total Jumlah Non PNS

Total

10 J -

10 $7 11 15 78

- 1 1

- 1 1

- 1 3 - 4

- 3 - 3

- 22 5 27

28 ' 1 29

- 2 - 2

11

- - - - 15

- l0J 57 11 - 78

- - - - 15 15

- 10J 57 11 15 93
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DaiJ 78 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat I I orang PNS golongan

IV, 57 orang PNS Golongan III dan & 10 Orang PNS Golongan 11. Persentase Pegawai

Negeri Sipil berdasarkm golongan dan pendidikan dapat ditampilkan padn tabel

Tabel 2J

Persentase Jumlah PNS

Inspehtorat Daereh Kabupaten Sumbawa Barat Berdasar GolonR •

No. Uraian

1. Golongan IV

2. Golongan lIl

Jumlah

1i

57

10

78

Porsentnse (%)

l4,l0

73,08

12,82

100,00

b. Junilah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan Peraturan DaerahNomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke

lima Atas Peraturan Dnerab Nortior6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan,

kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat, oiak8 pengisian formasi jabatan struktural di Inspektorat

” Daerah terdiri dari eselon 11, III, dan IV yaitu sebanyak9 orang. Sedangkan Jabatan

fungsional yang ada yaitu fungsional Auditor dan fungsional Pengawas Pelaksanaan

Unisan Pemerintah Daerah (PPUPD) danFungsional Auditor Kepegawaian.

Tabel 2.3

JumlahPNS

InspeNorat Dacrah Kabupaten Sumbawa BaratBerdasar Jabatan

Jabatan/Eselon

1 Eselon II (lnspektur)

2
Eselon III (Sekretaris dan

Irbasj

3 Eselon IV (Kasubag)

4 Jabatan Fungsional P2UPD

S
läbatan Fungsional Auditor

6
Jabatan Fungsional Auditor

Kepegawaian

7
StafFungsional UmumPNS

I

5

27

29

2

78

Persentase (%)

1,28

6,41

3,85

34,62

37,)8

2s56

14,10

100,00
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c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegaivai lnspektorat yang ada,

maka status pendidikan dengan Strata2 sebesar 15,38 %, Strata-i yaitu sebesar

69,23 % tingkat Diploma 5,13 % dan SMA/SMK 10,26% Pendidikan Pegawai

di lnspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di dominasi oleh StrataI sebesar

69,23 %. Hal ini sebenarnya sudah merupakan halyang baik bahwa sumber

daya manusia yang ada di Inspektorat umumnya tlRgkat perguruan tinggi,

sehingga pengawasan yang dihasilkan menjadi lebih baik. Seletigkapnya dapat

dilihat tabel dibawah int.

Tabel 2.4

Persentase Jumlah PNS

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasar Pendidikan

No.

1. S2

2. SI

» 3. Diploma

4. SMA/SMK

TOTAL

Juoilah Porsentase (%)

12

54

4

78

d. Juailah Pegawai Berdasarhan Kesarjanaan

15,38

69,23

5,13

10,26

100,00

Apabila dilihat dari jenis Kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 14,63%

pegawai dengan tingkat Strara-2 dengan6 Jenis disiplin ilmu, sedangkan Strata-

1 sebesar 69,51% yang terdiri dari 13 jenis disiplin ilmu. Diploma sebesar

4,87% yang terdiri dari4 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut:
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. No.

Tabel 2.ći

Jumlah PNS lnspektorøt Daerah Kabupaten Suпibawa Barøt

Berdasarkan Jenis Displin Ilmu

Kesørjanaan/Disiplin Ilmu Jumiah

1. Magister

a. Public Health

b. Manajemen

c. Manajemen Akuntansi

d. Pendidikan

e. HuÎrtim

a Sains

2. Sa;jana

œ Ekonomi

b. Ilmu Pemerintahan

c. Teknik Sipi)

d. Hukum

e. Kesehatan Masyarakat

f. Pendidikan

g. Akuntansi

h. Sains Terapan Penierintahan

i. Komunikasi

j. Administrasi Publik

k. Sosial

1. Keperawatan

3. Diploma

b. Publik Relation

c. Informatika

d. Pendidikan

4. sMA/sMK

TOTAL 78

łz

5

3

1

I

1

54

23

1

8

1

2

6

2

4

Persentase

15,38

69,23

5,13

100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi disiplin ihnu pegawai yang ada di

Inspektorat menunjukan ha1yang bervøriasi, ha1 ini sangat dibutulikan daìam kualitas

pengawasan dí Inspektomt Kabupaten Sumbawa Barat. Dengøn demikian diharapkan
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koinpetensi kedisiplinan ilmu yeng ada menjadikan Pengawasan di Kabupaten

Sumbawa Barat semakin berkualitas.

d. Jumlah Pegawai Ynng Mengihuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, ASN yang ada di Inspektorat, juga

mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. DRri 82 pegawai

lnspektorat Kabupaten Sumbawa Barat terdapat 100 % yang telah oiengikuti Diklat

PIM II, 80 % Diklat PIM III, Peningkatan Kompetensi atau dikiat sejenisnya dapat

dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 2.6

Jumlah PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

No.

4.

6.

8.

berdasar Pendidikan Norr Formal

Jenis Diklat Jumlah Porsentase (%)

Diklat Pim II 1 100

Diklat Pim III 4 80

Diklat Pim IV -

PemehntihmnMadya

Diklat Pembentukan

5. Pengawas Pemerintahan
12

Muda

Diklat Pengawas

Diklat Pembentukan

Auditor Muda

DiklatPembentukan

Auditor Pertama

Jumlab

Jumlah PNS

9

2

35

78

80

100

21,43

100

9,09
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2.2.2

NO.

1.

• 7,

8,

9.

10.

1 i.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana dan Prasarana Inspoktorat Kabupaien Suinbawa Barat dapat dilampflkan pada

tabel berikuf ini:

Tabel 2.7

Inspet‹torat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasar Pendidikan

2. Kendaraan Dinas Roda4

3. Kendaraan Dinas Roda2

4. Wireless

5. Mesin Ketik

Pesawat Telepon

Laptop

Komputer

Printer

Almari

I-emari Compartement

Faximile

BuRu

AC

LCD

Kamera

Mesin Fotocopy

Mesin PotongRumput

CCTV

20. Lemari Kayu

21. Berangkas

22. Genset

23. Lemari ES

24. Televisi

23. Dispenser

4umIah

5 Unit

21 Buah

Baih

5 Unit

19 Buah

1 Unit -

1 Buah 1 Buah

2 Buah 2 Buah

11 Buah 6 Buah

10Buah 10Buah

l3Buah 12Buah

7 Buah 7 Buah

1 Unit 1 Unit

1 Unit 1 Unit

I Unit I Unit

11 Unit 11 Unit

2 Unit 1 Unit

3 Unit 3 Unit

3 Unit 2 Unit

I I

t6 16 -

5 5 -

1 I - -

i 1

3 3 - -

2 2 - -

2 2 - -

Kondisi

Rusak Rusah

Sedang Berat

1 Unit

2 Unit 3 Unit

1 Unit -

1 Unit -

IBOA
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2.3. Kinerja Pelayıınıın lnspektornt

ÛO1‘fÎil3£ll’killl ttlg dS dilll fuıl,jL,si 111 S(ltjk{OI’,jt Daerrtll K,}(ıtl}3tltÇIj Ş ljtTj b;j\Vit }-}¡jt ;jt p[j¡}g¡jt

instansi peııgaıvasan di daeı'ah, ıııaka paınbaran uınulrı pe1ay‹ınan yang dibeı'ikan lns|›cfıtorat

Daeı'alı Kabtıpiıtcn Suınbaxva Baral adiıl;tIı *bagaib 'îktlt:

1. Perumtısan kebijakan tckflİS dİÛıdiUlğ pengawasan ierlıg‹jap penyelensgaraan ıırııs;ın

Pcmerintalıan Daeralı;

2. Penyustıtlan dan pelaksanaan ı'eııcana strategis dan rencana kerja dibidaNg pengawasan

yang ınelipuli bidang peınerintalıan, aparatur, pembansıınan, pendapatan dan asct.

Peıneriksaan kineŞa aııdit kinerjo lerhadap OPD di lingkuııgan PemerintahK abupaterı

Suınbawa Barat.

4. Peıneriksaan Pengelolaan Keuangan dan Asset.

5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka ıneııııju dan

ıııempertahankaıı opini “Wajaı’ J'anpn Pengecualian” (fi^FP).

6. Asisteiisi dau Evaluasi Penerapan Sistem Pengendaliaii Intern Pemerintali (SPIP).

7. Penanganun Pengaduan Masyarakat.

8. Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Peinerintâli (SAKI1°) untuk

mengetaliui penerapan akuntabitas kinerja iiistansi pemerintah OPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

9. Melakukan pengawasan tertentii bersoma-saina dengan iilstansi terkait.

10. Beviuw Dokumen RKA danRKAP.

11. Reviuw RPJNID

12. Rcviuw RKPD

13. Monitoı'ing datı Evaluasî/ Pcıııantauan 4’indak Lan,|nt 1-ltısil Pengawasan, baik İlltCrn8l

maııpun eksterııal.

l4. Reviuw atas Laporan Kinerja Peınerilıtahan Daerah

15. PcıneriksilRH urusan pemeı‘intalıaıı di Kabupaten yang ıneliputi bidaııg urusan

peınerintalıan lingkup Keınenlerian Dal am Neleri dan birlang urusan wajib daq urusan

pililıaıı laiıınya.
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16. Pemeriksaan khusus teıkait dengan adanya pengadunn yang bersumber dari masyarakal

maupun instansi pemerintalı dalarıı rangka meınbangun kepekaan terlıadap

perkembangan isu-isu aktual nutuk ttıjuan Nasional dan Pemerintah Daerah.

17. Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

18. Reviuw Penyerapan Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa.

19. Melakukan Pembinaan dan Penilaian Ketaatan Penatausahaan Keuangan Desa.

Pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten juga dituntut untuk

meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pemberantasan korupsi, dan sebagai

quality assurance (penjamin mutu) dan consulting PaFtffer.
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No

' Jumlah Obrik

Tabel 2.8

Capaian Kinerjn Ins}ıehtorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahtın 2016-20Z0

UrMan

* Teıuuan Hasil Pengawasan

Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

5
% Total Temuan Adıniılistrasi

6
% Total "Fmnuau Keuangan

2016

100

450

480

480

96,50

69,50

2017

84

363

473

468

94,08

66,80

Tahun Pelaksanaan

2018

103

710

10o4

819

63,15

87,29

2019

59

352

440

440

94,09

78,22

2020

32

175

218

218

93,12

55,21
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2.3.1. Kinerja Keuangan lnpehtorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat lima taliun terakhir dapat ditampilkan pada tabel bei'ikut ini:

N

201(›

lJruian Rp

Tabel 2.9

Anggaran, Realisasi Belanja dan Pendanaan Pelayanan Inpektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

20|7

Rp

20J8

Rp

2019

itp

2DM

Rp Rp

2ol6

Rp

2Oï7

Reaiicaai Anggaran Pada Tabun

2018

Rp Rp

2019 2020

Tidut d.l)tı9.HER. '1.132.269. 4.790,740,1 5,0I 3,228,1 †,l90,071, 3,31 1.01 I, 81,3 7, t64 J39, 85,2 3,951 dtî3,4 82,4 8,872,I2d, 84,7 6,387,679, 8&8

Langsu 905 433 92 9J 742 ii20 7 818 9 02 8 510 5 850 4

3.5 I2.tXXi. 4.770,43a,

fD0 &1†

5.746,097,2 2,138.921. 2.879.727.

20 6I8 076
82

‹PP,830,00 99 6. 05 69.s 6ó,z

0 ? 65 3
289,14).00

99,ó 2,064,Y29, 97,5

6 49a I

7,5fIl,OOP, tI,A2,†01, ï2,t03,940, I0,†59,5Z5, 9,371,993, ó,790,‘736, 81,G 7,óó4,I59, 86,0 0,3S6,733, 85,5 9,t61,g55, R5,ï B,dÉ2,JO9, 906

t/US 28lt ¡9z CIJ 36U 8fi6 6 8jg 9 367 6 510 5 3dg 2
2V
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2.3.2 Jenis Pelayanan

, Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat,maka Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadappenyelenggaman pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan

ataspenyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusanpemerintahan desa.

Adapunjenis pelayanan yang diberikan Inspektorat sebagai unsurpengawas meliputi:

1. Reviu Laporan Keuangan dan Kineija Pemerintah Daerah;

a. Reviu Laporan Kine;ja Instansi Pemerintah;

b. ReviuRPJMD

c. Reviu Perencanaan Ke;ja OPD

d. Reviu RKA

e. Evaluasi Sistem Pengendalian Interval;

f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineija OPD;

g. Pemeriksaan kasus/ pengusutan atas kebenaran laporan yangberindikasi

penyimpangan;

h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat JenderalKementerian/Inspektorat

Utama/Inspektorat Lembaga PemerintahNon Kementerian, Inspektorat

Provinsi;

i. Pendampingan, asistensi, Consulting dan fasilitasi;

j. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju goodgovernance, clean

goverment dan pelayanan publik di lingkunganPemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat, meliputi:

a. Mengawal reformasi birokrasi tnelalui kegiatan:

1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reforniasi Birokrasi (PMPRB);

2) Pengendalian Gratifikasi

3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

4) Penanganan Pengaduan Masyarakat

5) Penguatan Aparat Perigawas Intern Pemerintah (APIP).

• b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan, ineliputi:
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a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;

b. Penyusunan pedoma / standar dj bidang pengawasan;

c. Koordinasi programpengawasan;

d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hat yang

dianggap strategis di lingkungan Pemerintah KabupatenSumbawa Barat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan8n Inspektorat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat

lnspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah,

secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu inelaksanakan pengawasan terhadap

jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang good

governnnce.Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam periode 2016 — 2021 menghadapi tantangan:

1. Tingginya tuntutan iTiasyarakat terhadap keterbukaan informasi penyelesaian

pengaduan masyarakat

2. Pengawalan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan

Daerah, yang setiap tahun diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Setelah pada tahun

2015 mendapat opini w ar tanpa pengecualian, tahun-tahun selanjutnya menjadi

tahun yang lebih berat bagi Inspektorat untuk mengawal opini tersebut tidak turun

levelnya Tentu mempertahan sesuatu yang ada jaiih lebib berat daripada untuk

mendapatkannya. Hal ini ditambah dengan semakin ketatnya pemberian opini WTP

bagi daerah yang sebelumnya telah mendnpat opini WTP.

3. Pengawalan akuntabilitas Kine;ja lnstansi Pemerintah berdasarkan reviuw dan

evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah dan LKjIP OPD.

4. Sumberdaya manusia Inspektomt dituntut lebih baik, bahkan lebih sempurna

dibanding SDM pada OPD lain. Mengingat posisi lnspektorat sebagai institusi

pengawas, sehingga stigma ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk itu

pengembangan diri pada SDM pemeriksa mutlak diperlukan dan menjadi prioritas.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang bagi pengembangan

pelayanan pengawasan, antara lain:
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

, Pemerintah (SPIP);

2. Peningkatan kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam

RPJMN tahun 20ł 5-2019;

3. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang

dituangkan dalam Piagam Audit Intern;

4. Penguatan pengawasan sebagai bagian dari area perubahan dalam pelaksanaan

reforniasi birokrasi sesuai Peraturan Presides Nomor 80Tahun 2011 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.



BAB HI

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKATDAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Daerah

Permasalahan Pelayanan merupakan selisih antara capaian kineŞa pelayanan yang

terpenuhi saat ini dengan target yang direncanakan. Permasalahan juga bisa digambarkan

sebagai kondisi yang ingin dituntaskan dimasa datang dengan bertuınpu pada kondisi riil

saat pcrencanaan dibuat. Potensi, permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang

yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses

pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan,apakah telah dilaksanakan

. sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis

meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara

moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang

harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD d1lIlfiSi2

yang akan datang. Suatu kondisı/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipası, akan menimbulkan kerugian yang leblh besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalamjangka panjang.

lnspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang

bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib

melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan

• lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan berkontribusi maksimal

bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good governance) dan

kepemerintahanyang bersih (clean government).
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Inspektorat Daerah Kabupate‹s Srimbawa Barat Sebagai Aparat Pengawas lnternal

Pemerintah dituntut dapat berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, yang dapat

memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif,

ekonomis, serta sesuai aturan dalam mencapai tujuan organisasi.

Identifikasi isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Inspektorat Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut;

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Standar

Aspek Kondisi Y•’ig

Kajian Saat Ini Digunakan

Tindak

Lanjut

Hasil 66,27%

Pemerik-

saan

Opini

BPK

WDP

Faktor yang

Mempengaruhi

lnternal Eksternal

Permasalahan

Pelayanan

Pemanta..
Respon

Belum

tindak lanjut ”"!
h

optimalnya

Laporan den Rapat
E'lUFLJh

pl2nyelesaian

Resume xOOFdinasi
LPPD d'

tiF)dak ianjut

Pemantauan pg
tngäw?Isan

(ingkungan
hasil temuan

Tindak lanjut
SE-'cara berkala

E-'MprOv.
pE'Ftgawasan

Hasil

pemeriksaan

atas LKPD Pendampingan

oleh BPK-Ri dan asistensi

secara berkala

NTB

Pengelolaan

Kas, barang

inventaris dan

Komitmen
barang

seluruh oPa
persediaan

pada OPD

lingkup belum

Pemprov. sepenuhnya

tertib
NTB

/akuntabef
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Level

Kapabil-

ita. APiP
Level2

Pembinaan Jumlah dan
Hasil

oleh BPKP kompetensi
evaluasi

Kapabili‹.•
Komitmen dan di2’! DM

APIP Oleh KOmpetensi dukungan
pemeriksa

BPKP AP'P pi i
nd

Hasil

evaluasi

Maturita.
Level2 Maturitas

SPIP SPIP oleh

BPKP

Laporan

Pengadu-

an @1,07%

masyara-

kat

daerah

Satgas

SPIP OPD

Rencana

dan

Laporan program

IFldeks tindaklanjut *£'fJdda

pelayanan pengaduan dukungan

publik masyarakat

masih perlu

ditingkatkan

Belum

optimalnya

pengendalian

intern yang

disertai

pemantauan

secara rutin

Belum

optimalnya

tindak lanjut

pengaduan

anggaran masyarakat

memadai

3.2 "I’eInali:in 4’isi, misi ilan Prograiii lvcp:ila l)oeriill d‹ i 1\'.i kiI Kepala D;ierah "Ferpilili

Visi Kabupaten Suinbaiva l3arílf 'l’QllUlJ 2021-2026 yan telah ditet8pkiin tileh Bup.iti

dan Wakil J3upati Suinbawa l3arat terpilih període tahiin 2021-2026 adalah

TK-R H"UJUIIA‘YA KS'B HAIK ZíL.RLAN1),•IS AD íTO?"é)NG HO I'OYG.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan

kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan6 (enam) misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat sebagai berikut:

1. M isil (satti) INSE I3aik dalaiii ak hl.ik dan da a saint stunder d.iya inanrisia
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3. Misi3 (tiga) KSB Baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan

publik

4. Misi4 (empat) : KSB Baik dalam kemandirian pangan

5. Misi5 (lima) KSB Baik dalam kemandirian ekonomi

6. Misi6 (enam) : KSB Baik dalam kemantapan infmsöuktur dan pengelolaan

lingkungan hidup

Mist yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai

pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah mist ke3 yaitu "KSB

BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAIIAN DAN PELAYANAN

PUBLIK" Tujuan: MENINGKATNYA MATURITAS SPIP,

1. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah1

2. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah II

3. Meningkatnya SPIP Perangkat Daerah Wilayah III

4. Menuıuya Pegaduan Masyarakat

5. Meningkatnya Pelayanaan Internal Perangkat Daerah
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Misi, Tujuan

dansasaran

Kepafa Daerah

1 KS0 Baik

Dalam

Penyelenggar

aan

P emerint6lJan

dan Pelayanan

Publik;

Tujuan-

M eningkatnya

M aturitas SPIP;

Permasatahan Pada

Pelayanan Inspektorat

Daerah Kabupaten

Sumbawa Bar8t

Belum

optiinalnya

pencra pan SFiP

diL ingkungar

derangeat

Daerah;

Be|um

optimelnya

dampak hasll

pemeriksaan

AFIF terhadap

kinerja

perangkat

daera h.

C fektifitas

pencegahan

korupsi belum

optimal

KapabilitBs SDM

APIP masih

harus

ditingkatkan

Penghambat

Peran

I n3pektorat

sebagai fasilitator

dan

pendampingan

implementasi

K esungguhan

Eoitmen OPD

masih rendah

terhadap

penerapan SPIP

PembeJakuan

Fakt

reward and

punishment belUm *”

optimal dalam

pelaksanaannya

negulasi yang cepat

berubah tidak

Pendorong

1. K e I ersediaan

p erat urandan

pe ‹Io m a n ya ng

j e I a s d a n

me mad a i

K o o r d in a s i d a n

ke rja s am a yan g

int en s dengan

BPKP seIa ku

in stitusipe mbina

o. Duk ungan sistem

tekhnologi

informasi

mutakh lr

An I u s ias me d an

p a rt is ipa s i

m a sya r aka t

d a Ia m b ida ng

pen ga w a s an

me nin g k a t

diimbangi dengan

respon OPD secara
S In Ie n S itas

cepat

Temuan Kerogian

Negara/Daerah

r elatifnl asih tinggi

KualiMtas SDfvl APIP

belum optimal

p+n Unjarg

koodinatif antar

inst ansiIer ka1t

pemerintah

Kabupaten

Sumbawa Berat

da lam ha

ptnganggaran
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3.3 Telaaban Renstra K/L dan Renstra

pengwasan yang

mas1h kurang

memadai;

untuk rnencapai

tujuan organisasi.

Keselarasan perencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan National

merupakan keniscayaan. Pada level Kementerian/Leinbaga sampai level Provinsi dan

Kabupaten/Kota, selumh komponen perencanaan pada masing-rnasing bidang

pembangunan liarus sinkron dan bersinergi satu dengan lainnya sehingga dengan

demikian seluruh gerak dan sasaran pembangunan dari daerah ke pusat bermuara pada

satu tujuan bersama yaitu Tujuan Nasional.

Dalam perspektif lembaga pengawasan, sinkronisasi sasaran perencanaan bidang

pengawasan, persinggungan dengan Renstra Kementerian lembaga terkait dapat

digambarkan secara ringkas sebagai berikut;

1. Telaaban Sasaran Jangka Menengab dalam Renstra Kenienterian PAN dan RB

Sasaranjangka menengah (2020-2024) dalam Renstra Kementerian PAN dan RB

(sasaran3 pada tujuan 1) tercantum ‘4erwujudnya instansi penierintah yang efektif,

efisien dan akuntabel”. Keselaran denganRPJMDdanRenstra lnspektorat Kabupaten

Sumbawa Barat pada sasaran ini adalah pada ikhtiar penguatan akuntabilitss instansi

pemerintah.

Pada sasarandiatas, program lnspektorat terintegrasi dengan program unggulan

daeiah dalam “SAKIP level A”. lika dicermati, permasalahan di Kabupaten

Sumbawa Barat dalam kaitanya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan

tujuan dan sasaran pada OPD belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor

petighambat dalam hal int adalah belum sepenuhnya entitas yang bertanggungjawab

terhadap akuntabilitas kinerja menerapkan kriteria indikator kinerja yang spesific,

Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound (SMART). Sedangkan sebagai

faktor pendorong adalah adanya komitmen yang kuat dari KepaJa Daerah dan para
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pimplnan OPD untuk meraih predikatA dalam implementasi Sistem Akuntabilitas

KineȘa Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Telaaban Sasaran Jangha Menengah dalam Renstra BPKP

Sasaran jangka menerigah (2020-2024) dalam Renstra BPKP adalah

“meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada K/L, Pemda dankorporasi

serta program prioritas pembangunan nasional”. Sejalan dengan Tujuan Renstra

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat (2021-2026).

Pennasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumbawa Barat adalah optimalisasi

peran Inspektorat sebagai fasilitator dan pendampingan belum optimal. Disamping itu

evaluasi atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi

dalam kegiatan secara berkala harris ditingkatkan intensitasnya.

3. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Keinenterian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam

Renstra tahun 2020-2024. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis pada Tujuan (3)

Kemendagrl yang bersinggungan dengan RPJMD/ Renstra Inspektomt Kabupaten

Sumbawa Barat adalah “Tingkat Penetapan Kebijakan Reformasi Birokrasi,

Penegakan Integritas dan Pemberantasan Korupsi” dan ‘4erwujudnya Kementerian

Dalam Negeri yang akuntabel dan benntegritas”. Terkait dengan akuntabilitas,

pencapaian Nilai lmplementasi SAKIP menjadi salah satu program unnggulan

daerah. Sedangkan untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi, Tujuan

pembangunan daerah pada misi 3 “KSB BAIK dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik” menjadikan indeks reformasi birokrasi menjadi

indikator utama.

4. Telaahan Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Inspektorat Provinsi

Perencanaan Strategis sebagai implementasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah secara umUiTl bersinggungan dengan Kabupaten Sumbawa Barat

pada fokus yang sama terhadap pencapaian level maturitas Sistem Pengendalian

lntem Pemerintah (SPIP), level Kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas

implementasl Sistem Akuntabilitas Kinea Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal
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pencapaian level kapabilitas APIP, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat berhasil

menempati kategori level2 dan dalam hal penilaian implementasi SAKIP Kabupaten

Sumbawa Barat berhasil memperoleh Nilai SAKIP B.

3.4 Peneutuan Isu— isu Strategis

lsu strategis yang tertuang di dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Siimbawa Barat

mencakup Tingkat Kemiskinan, Kualitas Infrastruktur Dasar, Indeks Pembangunan

Manusia, Struktur Perekonomian, dan Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, terkait

dengan dinamika perkembangan masalah Pembinaan dan Pengawasan di Kabupaten

Sunibawa Barat baik kualitas maupun kuantitasnya.

Berdasarkan Identifikasi permasalalian dan kajian perkembangan peran

lnspektorat dalam mendukung Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan

pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat serta peluang dan tantangan yang dihadapi,

isu-isu strategis yang mengemuka sebagai hasil elaborasi permasalahan tersebut diatas

dapat dipetakan sebagai berikut:

a. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP);

b. Akselerasi Tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat

dan penurunan nilai kerugian Negara/ Daerah;

c. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kine;ja pada Perangkat Daerah; dan

d. Pemenuhan Kapabilitas SDM Apamt Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
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BAB IV

TUJUANDAN SASARAN

1.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi

organisasi yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktusampai

terakhir renstra

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yangingin

diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi

. 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan

strategiorganisasi selama kurun waktu renstra.

4.1.1 Tujuan

Meningkatnya Maturitas SPIP

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

2. Meningkatnya SPIP IRBAN Wilayah

3. Nilai SAKIP

4. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Sasaran merupakan penjabaian dari tujuan organisasi dan menggambarkan

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara

operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat

memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok

organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat tenikur dan dapat dicapai.
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Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai

dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian

sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran.
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NO TUJUAN

MeningJtnlnya

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

1 NWNINGKATNYASPT
PFHANGKATDAERAH

VLAYAHI

2 NWNAGKAIWYASPT

PERANGKATDAERAH
WILAYAHI1

PRRANGKATDAERAH

MTWURUNWYAPENGADUAN

MASYARAKAT

MEHINOKATNYA

PERANGKATDAEKAH

INDII£A3’OR TU3UA0f/ SASARAN

Tingkat Maturitas SPIP

Maturitns SPIP OPD Tingknt Optimum Wilaş'ahI

SA33JAI4 TARCET ÎÖNERJA TîJJTJAf•I/ SAsARANTAHUh KE

2021 2022 20M 2524 2025 2026

Level

Msturiıas SPIP OPD Tingkat Opnaııon Wilayah Il %

38,46 53,85 60,23 76,92 92,3I HO

38,46 53,85 60.23 76,92 92.31 IOD

Meturitas sl'IP OPD 3’irıgkdt Optirnum Wilayah III % 38,46 S3,85 69,2? 76,'J2 92,31 10î3

Tingkal Pcnpndunn Masyamknt

2 7ingkat Inıplemcrıtasi Reformasi Birol;rasi

Re«lisasi Anpgomn

2 Nilai SAKIP

3 KsJnbilitas APIP

93,75 87,30 81,25 7i öb.7i fi2,o

l3, I6 26,32 39,47 t›3,79 7t1,95 1O

Kotegoii B

Lexrl 3

95

B BM A

‹J7
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BAB V

STRATEGI DAN ARA£I KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang

penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu5 (finna) tahun serta

berpenganih besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi nutuk mencapai

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama5 (lima) tahun selama periode Rencana

Strategis lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 202)-202ó serta kebijakan

ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten

Sumbawa Barat serta peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai

bagaimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mencapai tujuan dan sasaran

Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif,

perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan

perbaikan kine;ja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki

kine;ja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi üiformasi.

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan untuk mempercepat pencapaian target

indikator kine;ja Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat harus sejalan dengan strategi dan

arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana digarískan dalam

RPJMD 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut, lnspektorat merumuskan strategi dan arah

kebijakan yang akan dilakukan dalam memenuhi target kinerja tujuan dan sacaran tahun

renstra(2021-2026).
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5.2 Arah Kebijakan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran lnspektorat

Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

disajikan pada table berikut:
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Tabel S.1

Keterkaiten Visi dan Misi Dengan Tujuan, Sasarao, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI: TERWU.DÜNYA KSDBniK BERLANDASKAN CiALONCıROYONG

MlSl DI. KSB l3AiK DALAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PEIMYANAN PUDLIK

TUJUAN SASARAN

MENiNGKATNYA MATURITAS SPIP 3 Memngkatnya Pelayanan lnlcmal l'crangkat

Dswah

STRATEGI

Menıngkatkan kualılus Perencennan,

ymgooggoren don kineıJa Pemngkaı Dacrnh

2 MempcrkwE penataan actminislrosi keuangan I

clan h‹›rang minik ¢laerah

3 Menıngkstkan pcla}'onan admırustrnsı

kepepnwinan perangkat duerah

4 Mmııngknlkan pcnıenuhafl kcbutuhun sarana 1

‹bin prosaronn penıınjon serıa mertingknıiran

deetuh secora rutin den hcrkaltı

ARAH KEBIJAXAĞ

İ Îcnlnpkötknnk itti1 HalS rickölmeli f'crcncit f\iıdt1

pemngtat dinah

Menıngkatkun ku01it‹ıs dokumcu perry.ıtıpg:iron

ç<r»njd‹»t &•rah

Mcntngkotkon I:uolitas penl’usuı›aıl l‹\poriH1 C;tt•,Ita‹\

Kinerjü dan ILhtispt Itoplis‹ıriK inurjr\ fiK l’I3

Mclakutian morııtonnq tlnn t:ıalunsı Zinciri

ç<mzıgJ‹at J«uralı swfru burkol0 cLJn

_bcrku8inaml›ungan

kcuanyın txıik hıllanun, sclılesttran ına up un

tohumu

Mcnlngkaıtian kuelituâ penptausa]uıun lxır:Imi lııilık

daerah

ivleoıngkatkon Pcmdnt3an tıdrıunıstriısı kc}w'yuu :uuu

}-ıornngkat ‹lneroh

MenlllgkalÎi£ın pelax aljan }ac•l1etfnıülfl iıdlllıılfülriı 1

McItln}2•_kfflkbfl İi CI Cr8c‘Öl üfıtl ûrilîtn ]4ri100f:ini

f›cralataO dan jxxlcngkapan ccdun« kantnr

McnTnt}kutkon kuIuu”s.ud1Rnn sar:ına t›r.ısin:Ha

OUI +J-hat pc¢!t1n¿ #*IFl(UI

3 Mcnıngkatkan pcmj’cJiaa›\ ssrtna ‹I:tık jw:I Im‹Ia

mnurıjang pcmnpI:at daurnh

Mcnıngkatkan pcmclıhartınn ,ûrana dıın pras:ırıtn:ı
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ł Mcningkatnya SPIP Pcrøngkøt Dacmh WiİayahI I h/f‹mmgkdtknn Pengendalinn lntemm OPD

2 Meningkatnva SPIP Perangkat Daerah Wilavah II

3 Meningkntnyn SI*IP Peranpkat Daerah Wilayuh lI[

4 Mcnurunriyu Pcngsduan Masyornkiii

WilayahI

Mcningkotken Penpcчidølinn Internal OPI9

Meningkatken Penpciidalian Internal OPD

Wiløyah III

Menuipkivlkan Quality Assumnco

see rulin tlnn berknla

Meni0gk1aŁan Pmgit\\’ Osan Pcron nnan

Pmbnngun;in den Kciiiingan Dacr:th

2 Mcningkatkan Fetaksuooen l'cinblilaan dun

Pыigawosnn Urusan l'mncrintułrio l4ucтali blelipuu

SPM,N31'K dan Akilnuibililus kvuiingan leer:th

3 Mcningkвlkan Pengasvnsnn Tiitil Kelola his:i

Meninpktokan Pcnpввsasøn 1*crcuaan«au

PetnbanguUun dan Kcuilngan Diicriili

2 Meningkoikan Pelaksunnen 1*ciтlbineon Viirl

l'cngawnsnn Unisan Pt:nierintnhun lJøemh K4cliputi

SPÎ\f, N$PA danAkmritubiliłns Kcuanpnn I3uvrah

3 Meningli0tlinn Pengnw:isan ’l'atu Kclolu dcsil

Meningktßiion Penpaivsusan İ'erviac.atom

Pcmbanpunon dan tictnu›mn Dacчnh

3 Menlngk‹ttkan Pendj\ț+*ñsan ”l”aI.I Ktl‹›lit Dtü'i

Meninpkzitkon l'eiyelesiilan Łicnipion Ne$arii/

Daerah
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r.ı I¢eıtcıın:t I’ı”ugı"nm ‹lan Kcgi:ıt»n terta l’«n‹I:M tıım

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabuoaten Sumbawa Barat

diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan

tahunan yang di(aksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten

Sumbawa Barat dengan meiibatkan peran masyarakat (individu, keluarga,

kelompok, masyarakat dan organisasi non penserintah yang berkepentingan

dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik Sebagai penanggung biaya, pelaku,

penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Scbiıpaimana perenc.ınaan pelnbangunaıl lai nnya, percncanaan koordinıısi

penıerinıah.m dan pembangunan ıTıcrupakaıı pcı|aadu.ın percncanaün •iınu.

. l°artisipatif

3. Dari hawaii (hollom-up).

Perencanaap Partisipaiil’ dilaksanakan dengan iiielibatkan scmtia piliak yang

berkcpentin an (.Sioèe/i‹›lcler) tcrhadap penicrítitalian dan peinban unan. Pelibalan

mercka adalali nutuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa nieiniliki.

Perencanaan dari atas inerupakan ineciia unitik pcnjcsuaian siiml cr dana dari

pencgakan rambu-raiiibu stibstansi serta Administrasi sciiientara perericanaan dari

Í)fl\Vdh di Jílksanakan a Lar rcnGan.i pro raln benar-f enar reali stis sesuai kondisi,

kebutuhan, dan potensi lapangnn. Proscs dari at;is dan dari hawaià disclaraskan

inelalui nousa arali yang dilaksanakan bk di ti S a +>* * >l. ’rov 1s

Kabupaten/Kota, KeCíllTlàtan dan l9esa. Ketic:i pendekatan ini hom us didasark;in padrí

data yanp akurat dan dapat dipcrtangpunyn jawalakan, kt›initiDen dan integi'itas

porcncanuun disulnua |apisan.

Sesııııi dengan Undııııd-Undang Nolııtır 25 Tahmin 2()04 tcntanîi Sistem

Percncanaan Pcınban unan Nasit»la1: p.ida l°cran3kat Dacrah, lIlSpcktorat Da*rah.

ırenı|ıur¡yai tuhas selaçar bcrikut
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Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu

padaRPJMD 2021-2026.

2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan

Rencana Keıja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan

kebutuhan/Kondisi aktual dl bidang pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

4. Merumuskan Jabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara lebih

“Holıstik Integratif’: sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks

Pembangunan Daerah dan bidanglain, tidak eksklusifdan konservatif.

5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang mata anggaran sehingga

pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal

mengacu pada rambu- rambu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa

Baratjelas dan teŞaga.

6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat

bagi daerah, masyarakat, dunia usaha dan lintas sektor dalam proses

perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap

aspirasi; perhatianuntukjajaran legislatif.

7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya

yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi,

kabupaten/kota masyarakat menjadi optimal, demikian pula dengan sosialisasi

secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan benar-benar mengalir, antara lain menghasilkan

“Rolling — Plan”.

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai pemntukan sumber APBN

(Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN

dapat diarahkan.
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9. fvteningkatkanjangkauan sasaran organisasi.

10. Meningkatkan profesiaonalisme APIP dalam dalam pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

6.2 Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Untuk mendukung upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daeiah

maka diperlukm peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarann

dan prasarana serta penganggaran yang cukup. Program, kegiatan dan sub kegiatan

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat antara lain:

P PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH

KABUPATENfKOTA

• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

PerangkatDaerah

•Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

» SubKegiatan Koordirıasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

•SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

+ SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Penibahan DPA-SKPD.

• SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kineija dan

Ikhtisar Realisasi Kine;ja SKPD.

• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

• SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

» SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD.

•SubKegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

" • SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD.
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• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Tfİwulanan/Semesteran SKPD.

• Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pødø Perangkat Daerah

• SubKeg‹atan Penatausahaan Barøng Milik Daerah pada SKPD.

• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerøb

» SubKegiatan Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang —

Undangan.

• Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

+ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.

• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

» Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

• •5ubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

• Kegiatan Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

• Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan.

• Sub Kegiatan Pengadaan Sarnna dan Prasarana Geduiig Kantor atau

Bangunan Lainnya.

• Kegiatan Penye4iaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

+ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AirdanListrik.

» Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PełayananUmum Kantor.

• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

• Kegiatan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang

UrusanPemerintahan Daerah
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» Sub Kegiatan Penyediaan kasa Pelneliharaan, Biaya Pemelihnraan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

. • Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya.

' » Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Piasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

F PROGRAM PENYEI.ENGARAANPENGAWASAN

• Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

» Sub Kegiatan Pengawasan Kineqa Pemerintah Daerah.

» Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

• Sub Kegiatan Pengawasan Desa.

» Sub Kegiatan Keijasama Pengawasan Internal.

• Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK

RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

. • Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

» Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

• Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

V PROGRAMPERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN

ASISTENSI

• Kegiatan Perumusan Kebijakan Teklinis di Bidang Pengawasan dan

Fasilitasi Pengawasan

» Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Tekhnis di Bidang Pengawasan.

• Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan,

• Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

” » Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan lntegritas.

' » Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi

BfrOlO8Si.
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• Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi urusan Pemerinlahan Daerah.

• Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Vcrifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
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f lening

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Pendanaan lnspektorat Daerah Kabupaten Sumbaiva Barai
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6.3 lndikator Kinerja Renstra Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021-2026

Indikator kinerja Sasaran Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi lnspektorat Daerah diantaranya:

1. Persentase pendampingan SKPD dalam penetapan SPIP

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan

3. Nilai SAKIP

6.4 Kelonipok Sasaran

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada dasarnya Inspektorat Daerah mempunyai kelompok sasaran yaitu Organisasi

Perangkat Daerah di Lingkungaa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berkaitan

dengan penyelenggaraan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan sekolah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat.

6.5 Pendanaan lndikatif

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan kegiatan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam hal pendanaan

diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan

efektif, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari

APBD Kabupaten Sumbawa Barat.
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAANBIDANGURUSAN

7.1Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra Inspektorat

Daerah Kabupaten Suinbawa Barat periode 2021-2026 merupakan salah satu pendukung

RPJMD Kabupaten Suinbawa Barat Tahun 2021-2026, karena Inspektorat Daerah

merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada

keterkaitan dengan Misi-3 yakni KSB Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dan Pelayanan Publik. Keterkaitan misi terdapat pada:

• Tujuan Meningkatnya Maturitas SPIP

1. Maturitas SPIP Tingkat Optimuin WilayahI

2. Maturitas SPIP Tingkat Optimum Wilayah II

3. Maturitas SPIP Tingkat Optimum Wilayah III

4. Tingkat Pengaduan Masyarakat

5. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi

6. Realisasi Anggaran

7. Nilai SAKfP

8. Kapabilitas APIP

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Inspektorat

Daerah telah menyusun Indikator Klnerja Utama (IKU) yang secara langsung

menunjukkan kine;ja yang akan dicapai oleh lnspektomt Daeiah Kabupaten

Sumbawa Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang dengan mengoptimalkan

semua sumbefdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 7.1 tetitang Indikator

Kineqa Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang Mengacu pada Tujunn

dan SasaranRPJMD.
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No

Tabel 7.I

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dansasaran

lndikator

Maturitas SIPD

OPD Tingkat

Optimum WilayahI

2 Maturitas SIPD

OPD Tlngkat

Optimum Wilayah

3 Maturitas SIPD

OPD Tingkat

Optimum Wilayah

III

4 Tingkat Pengaduan

Masyarakat

5 Tingkat

Implementasi

Reforinasi

Birokrasi

Kondisi Kondisi

Kinea Kinea

adaAwa1 Target Capaian Setiap TahuR pada

Periode Akhir

RPJMD Periode

TAHUN0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD

0 38,46 53,85 69,23 76,92 92,3J 100 100

0 38,46 53,85 69,23 76,92 92,31 100 100

0 38,46 53,85 69,23 76,92 92,31 100 100

100 93,75 87,50 81,25 75 68,75 62,5 50

7,89 13,16 26,32 39,47 65,79 78,95 100 100

6 RealisasiAnggaran 98 95 95 96 96 96 97 98

7 NilaiSAKIP CC B B B BB A A A

8 KapabilitasAPlP 2 3 3 3 3 4 4 4
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BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan Misi-3 Kabupaten Sumbawa Barat yang tertuang di dalam RPJMD

Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026 yaitu “KSB Baik Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Dan Pelayanan Publik”. lnspektorat Daerah telah menetapkan isu-isu

strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kine;ja pelayanan Inspektorat Daerah selama

periode Renstra sebelumnya (2016›-2020) yang keinudian menjadi prioritas dalam

pengembangan kine a pelayanan Inspektorat Daerah di masa yang akan datang. Namun

demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan mewujudkan misi

Kabupaten Sumbawa Barat tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu

pemerintah pusat, daeiah serta perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat yang turul andil besar dalam memberikan saian dan masukan demi

perbaikan kine a.

Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara beitahap melalui

upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, langgung jawab, kerja tuntas, dan

konsisten untuk mewujudkan peningkatan kine a Inspektorat Daemh di saat int dan di masa

yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

periode 2021-2026 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Ke¿ja pada tahun

tersebut, sehingga rencana kerja yang dibuat harus sesuai dengan rencana yang tertuang

dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 2021-2026 tersebut.

Penyusunan Renstra Inspektorat 2021-2026 melibatkan stakeholder terkait.

Kepada semua pihak yang berkonstribusi dalam penyusunan Renstra ini diucapkan

terimakasih yang sebesar besarnya. Tentunya dokumen dapat dilaksanakan dan mencapai

tujuan yang diharapkan bila dilakukan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap

jajaran Inspektorat Daeiah serta masyarakat.

Taliwang, 24 September 2021

lnspektur Inspeklorat Daerah

Kabu umbawa Barat

I M de Budi Artha, S.Sos., MM

“ Pembina Utaina Muda/ IV.c

NIP. 19740316 1993011 001
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